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PUTUSAN

Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di  Kab. Sidoarjo, Dalam

hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Rahmad  Hudoyo,  S.H,

Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Rahmad Hudoyo

& Partners , yang berkedudukan di Prum. Sapphire Residence

Blok 5D No. 24, Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus  Tanggal  12  Juli  2021,  dan  telah  terdaftar  pada

Kepaniteraan  Nomor  3577/kuasa/11/2021/PA.Sda  Tanggal  19

November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di  Sidoarjo.  Tempat

Tinggal  Terakhir  :  Kabupaten  Gresik,  Jawa  Timur  61177.,

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

    Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 November 2021 telah

mengajukan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Sidoarjo, Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 19 November 2021

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
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telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Waru,

Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah 489, 42 , V, 2011;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang  sakinah, mawaddah, warahmah  yang diridhoi  oleh

Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Sidoarjo;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

 ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26 Januari

2012;

 ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni

2015;

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga  dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  tahun  2015,

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah

setelah  Tergugat  tidak  menafkahi  istri  dan  anak-anaknya  sehingga

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

masalah ekonomi;

6. Bahwa hubungan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

tidak sehangat seperti awal-awal perkawinannya karena Tergugat  sejak

tahun 2015  hingga  gugatan  ini  diajukan  tidak  mempunyai  pekerjaan,

sehingga  Tergugat  tidak  memperoleh  penghasilan  dan  tidak  dapat

diandalkan sebagai kepala rumah tangga, sehingga Tergugat sama sekali

tidak dapat memenuhi kebutuhan bersama dan anak-anak;

7. Bahwa untuk memenuhi  kebutuhan rumah tangga dan anak-anak,

Penggugat  bekerja  sendiri  pada  sebuah  perusahaan  di  Koprasi

Pertamina Retail di Gresik;

8. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi
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menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan

hasil,  dikarenakan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus

hingga frekuensi terhitung hampir setiap hari, sehingga tidak ada harapan

untuk dipersatukan.

9. Bahwa  Ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  putus

karena perceraian;

10. Bahwa sejak bulan 17 Juli  2020 hingga sekarang  kurang lebih 1

(satu)  Tahun 4 (empat)  bulan,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat lebih

memilih untuk kembali ke rumah orang tua nya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar

tidak memberikan nafkah wajib, baik lahiriyah maupun bathiniyah serta

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 34 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

yang berbunyi:

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya.

2) Istri Wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-

baiknya.

3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang

pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
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f. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehingga  berdasarkan  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan;

12. Bahwa  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut  diatas

nantinya  dalam  asuhan  Penggugat,  maka  segala  biaya  pemeliharaan

anak  dan  biaya  pendidikan  ditanggung  oleh  Tergugat  setiap  bulannya

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa

atau berumur 21 Tahun.

14. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di

atas,  maka  cukuplah  alasan  yuridis  Penggugat  mengajukan  gugatan

perceraian terhadap Tergugat.

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Sidoarjo  cq  Majelis

Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  selanjutnya  menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat  terhadap Penggugat 

3. Menetapkan anak yang bernama 

 ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26 Januari

2012;

 ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni

2015.

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
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4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  Hadhanah  (nafkah

anak)  tersebut  kepada  Penggugat  setiap  bulan  minimal  sejumlah  Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur

21 Tahun;

5. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmad

Hudoyo,  S.H,  Advokat  berkantor  di  Rahmad  Hudoyo  &  Partners,  yang

berkedudukan di Prum. Sapphire Residence Blok 5D No. 24, Buduran Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, setelah diperiksa surat

kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  tanggal  30  Nopember  2021  dan  tanggal  29  Desember  2021  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:
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A.SURAT 

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan Waru, Sidoarjo, Nomor 489, 42 , V, 2011;  Tanggal 09 Mei 2011.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat,  Nomor

351518680450003,  tanggal  21  September  2020,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3515-LU-

03082015-0064,  tanggal  12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  Bukti  surat

tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode bukti

(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

4. Fotokopi  Surat  Keterangan  tentang  kerja  Penggugat  atas  nama

Penggugat,  Nomor  3/SK-SDM/VII/2021  tanggal  12  Juli  2021  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Koperasi  Pertamina  Retail  Bukti  surat  tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.SAKSI 

Saksi 1. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten  Sidoarjo,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  pasangan

suami istri yang menikah Pada Mei 2011;
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah Tergugat bersama orangtua Tergugat di Sidoarjo;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak

bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26 Januari 2012 dan

ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 2015;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  bertengkar

disebabkan Tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;

- Bahwa saksi  sudah  berusaha mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat

agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi  2.  umur  49  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  bertempat

tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  pasangan

suami istri yang menikah Pada Mei 2011;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah Tergugat bersama orangtua Tergugat di Sidoarjo;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak

bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26 Januari 2012 dan

ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 2015;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  bertengkar

disebabkan Tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.

- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.

- Bahwa saksi  sudah  berusaha mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat

agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada

gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

hal  yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

        Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada

Rahmad Hudoyo, S.H, Advokat berkantor di Rahmad Hudoyo & Partners, yang

berkedudukan di Prum. Sapphire Residence Blok 5D No. 24, Buduran Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal

di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan  Pasal 73 ayat

(1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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dengan  Undang-undang  Nomor   50  Tahun  2009,  perkara  ini  merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor  50 Tahun 2009, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

pendapat ahli  fiqih yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Kitab Ahkamul Qur’an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

Artinya:  “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

dan gugurlah haknya”;

Menimbang,  bahwa alasan pokok gugatan Penggugat  adalah bahwa

rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  dapat

didengar  jawabannya,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  cerainya,

Penggugat telah mengajukan bukti  surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan,  sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas  nama  Penggugat,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti  P.3 berupa fotokopi  Kutipan Akta Kelahiran

atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen dan

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  Identitas anak

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa bukti  P.4 berupa fotokopi  Surat  Keterangan atas

nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  tempat bekerja  Penggugat, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bukti  bukti  tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa 2 orang saksi  yang dihadirkan Penggugat adalah

merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Tergugat,  dimana  dalam memberikan  keterangannya  telah  bersumpah (vide

Pasal  147 HIR jo Pasal  1911 KUH Perdata) dan diyakini  bahwa saksi-saksi

tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Perdata)  serta  kesaksian  para  saksi  tersebut  telah  sesuai  dengan  maksud
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ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  9  Tahun  1975,  sehingga  telah

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  adanya  ketidakrukunan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Pasal  172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  P.2,  P.3  dan  P.4,  serta

keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bernama ANAK I,

Perempuan,  Lahir  di  Sidoarjo  tanggal  26  Januari  2012  dan  ANAK  II,

Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 2015;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat  tidak menafkahi  istri

dan anak-anaknya;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama 1 tahun;

4. Bahwa  sejak  berpisah  antara  keduanya  tidak  pernah  lagi  saling

berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat  telah  berusaha mendamaikan,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya

sudah  berpisah  tempat   tinggal  sampai  dengan  sekarang  perkara  ini  akan

diputuskan selama kurang lebih 1 tahun,  sehingga keduanya tidak mungkin

dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;
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Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf  (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya  :"Jika  gugatan  Penggugat  didepan  Pengadilan  terbukti  dengan

keterangan istri  atau karena pengakuan suami,  sedangkan hubungan suami

istri   tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan

talak ba’in kepada istrinya";

Tentang hak hadhonah.

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  mengenai  hak  asuh  anak

(hadlonah)  terhadap  anak  yang  masih  dibawah  umur  bernama  ANAK  I,

Perempuan,  Lahir  di  Sidoarjo  tanggal  26  Januari  2012  dan  ANAK  II,

Perempuan,  Lahir  di  Surabaya  tanggal  11  Juni  2015,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara

yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan

dan  terpenuhinya  hak-hak  anak,  maka  kumulasi  tersebut  memenuhi  syarat

formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah

terbukti bahwa anak bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26

Januari 2012 dan ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 2015

selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak

dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  sesuai  dengan harkat  dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas

serta  dengan memperhatikan Pasal  41  huruf  (a)  Undang-undang Nomor   1

Tahun 1974 jo. Pasal  105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

serta  sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya  :  Apabila  seorang  laki-laki  bercerai  dengan  isterinya,  dan  dia

mempunyai  anak  dari  perkawinannya  dengan  isterinya  itu,  isterinya  lebih

berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabukan, dengan

menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ; 

Tentang nafkah anak:

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menuntut  agar  Tergugat  memberikan

nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat  tersebut, karena Tergugat

tidak  pernah  hadir,  oleh  karenanya  tuntutan  Penggugat  tersebut  diterima

sebagaimana tuntutanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang  tidak

dibantah  oleh  Tergugat  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  anak

bernama  ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 26 Januari 2012 dan

ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 2015  dan terbukti pula

bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41   huruf  (b)  Undang-Undang

Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149

(d), Pasal 156 huruf (d) dan  Pasal  105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang

berbunyi:  

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta

memperhatikan  asas  kepatutan  dan  rasa  keadilan,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah

diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sudah sesuai
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dengan asas kepatutan,  maka  Majelis  Hakim berpendapat nafkah anak yang

patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp  1.000.000,-  (satu juta

rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % pertahun, sampai anak tersebut

dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  dan  Penggugat  belum  pernah  bercerai,  maka  petitum  gugatan

Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

angka (1) Kompilasi  Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan

putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo  masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat   terhadap Penggugat 

4. Menetapkan anak bernama  ANAK I,  Perempuan, Lahir di  Sidoarjo

tanggal  26  Januari  2012  dan  ANAK  II,  Perempuan,  Lahir  di  Surabaya

tanggal 11 Juni 2015 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban

pemegang  hak  hadhonah  memberi  akses  kepada  orangtua  yang  tidak

memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tiap bulan

sebesar Rp.  1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % per

tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

6. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Senin  tanggal  03  Januari  2022  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  29

Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai  Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu  oleh  Abdusyukur,  S.Sos.,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota 

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Ilmi

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 550.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 695.000,00
(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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